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Abstrak : 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan pajak di sektor e-commerce pada era digital. Studi ini menggunakan pendekatan empiris dengan 

data yang diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada pelaku usaha di sektor e-commerce. Penelitian ini 

berfokus pada bagaimana perkembangan teknologi dan regulasi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan 

pajak di kalangan pelaku bisnis e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, 

melalui kuisioner yang didistribusikan kepada sejumlah responden yang beroperasi pada platform e-commerce 

terkemuka dan pengolahan data sekunder dari laporan-laporan terkait. Analisis data dilakukan menggunakan 

perangkat lunak statistik SPSS, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara berbagai 

variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

signifikan dalam kepatuhan pajak di sektor e-commerce selama periode penelitian. Peningkatan ini sejalan 

dengan adopsi teknologi digital yang semakin luas serta implementasi regulasi perpajakan yang lebih ketat dan 

terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak di sektor e-

commerce harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Strategi yang efektif meliputi program edukasi pajak 

yang komprehensif, peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, serta 

penyederhanaan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan demikian, diharapkan bahwa kepatuhan 

pajak di sektor e-commerce akan terus meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan 

penerimaan pajak negara dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.  

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, E-Commerce, Era Digital, Faktor-Faktor Kepatuhan 

Abstrak 

The purpose of this study is to examine the degree of tax compliance as well as the variables that affect it in the 

digital age's e-commerce industry. Using information gathered from distributing questionnaires to business 

actors in the e-commerce industry, this study employs an empirical methodology. This study examines the 

relationship between tax laws and technology advancements and how tax compliance rates among e-commerce 

industry participants are determined. Utilizing secondary data processing from relevant reports and 

distributing questionnaires to a number of respondents who work on top e-commerce platforms, a quantitative 

research methodology was employed. SPSS statistical software was used for data analysis, enabling researchers 

to examine the connections between different factors that affect tax compliance. The study's findings show that 

during the research period, tax compliance in the e-commerce industry significantly increased. This rise 

corresponds with both the expansion of digital technology adoption and the introduction of more stringent and 

organized tax laws. This research's conclusion demonstrates the necessity of continuous efforts to raise tax 

compliance in the e-commerce industry. Comprehensive tax education initiatives, enhanced technology-enabled 

surveillance and law enforcement systems, and streamlined tax payment and reporting processes are all 

examples of successful tactics. It is therefore anticipated that the e-commerce industry's tax compliance would 

keep becoming better, which will help boost state tax receipts and promote sustainable economic growth. 

Keywords: Tax Compliance, E-Commerce, Digital Era, Compliance Factors 

 

Pendahuluan 

 

 Dalam beberapa tahun terakhir, sektor e-commerce telah berkembang pesat di seluruh 

dunia, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ini tidak hanya membawa dampak positif bagi 

perekonomian, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam hal kepatuhan pajak. E-

commerce memungkinkan transaksi dilakukan dengan mudah dan cepat melalui platform 
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digital, namun hal ini sering kali menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan 

penarikan pajak yang tepat (Hidayat et al., 2019). 

 Transformasi digital yang terjadi di era ini telah mendorong banyak pelaku usaha 

untuk beralih ke platform online. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada perusahaan besar, 

tetapi juga pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan meningkatnya 

jumlah transaksi online, pemerintah menghadapi tantangan baru dalam memastikan bahwa 

semua transaksi tersebut tercatat dan dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku 

(Rahman & Santoso, 2020). 

 Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

kepatuhan pajak di sektor e-commerce. Salah satu upaya tersebut adalah dengan 

memperkenalkan peraturan baru yang mengharuskan platform e-commerce untuk melaporkan 

transaksi yang terjadi di platform mereka. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan 

berbagai insentif bagi pelaku usaha yang patuh pajak (Nugroho, 2021). 

Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan 

kepatuhan pajak di sektor ini. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman 

pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan pajak. Banyak pelaku usaha yang masih 

menganggap bahwa transaksi online tidak perlu dilaporkan atau dikenai pajak. Selain itu, 

terdapat juga tantangan teknis dalam hal pencatatan dan pelaporan transaksi online (Putra & 

Dewi, 2022). 

 Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara 

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus meningkatkan sosialisasi 

dan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak, serta memperkuat sistem pengawasan 

dan penegakan hukum. Di sisi lain, pelaku usaha juga perlu meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam mencatat dan melaporkan transaksi mereka (Wijaya & Hermawan, 2023). 

 Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pajak di 

sektor e-commerce di era digital. Penelitian ini akan melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan pajak di sektor ini, serta upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif 

untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor e-commerce (Suryadi & Kurniawan, 2023). 

 

Definisi dan Konsep Kepatuhan Pajak 

 Kepatuhan pajak adalah sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan 

yang diatur oleh undang-undang, termasuk dalam hal pelaporan, perhitungan, dan 

pembayaran pajak. Kepatuhan pajak mencakup aspek formal dan material, di mana 

kepatuhan formal merujuk pada ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak, 

sedangkan kepatuhan material merujuk pada ketepatan dalam menghitung jumlah pajak yang 

terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hidayat et al., 2019). 

 Kepatuhan pajak dapat didefinisikan secara lebih spesifik sebagai perilaku wajib 

pajak yang secara sukarela memenuhi semua kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan 

atau intervensi dari pihak otoritas pajak. Menurut James dan Alley (2002), kepatuhan pajak 

adalah tingkatan dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Konsep ini mencakup pengertian bahwa wajib 

pajak harus melaporkan pendapatan, menghitung kewajiban pajak dengan benar, dan 

membayar pajak yang terutang tepat waktu. 

 Fischer Model of Tax Compliance (1992) mengidentifikasi beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu karakteristik demografi wajib pajak, struktur ekonomi, 

sikap dan norma sosial, serta persepsi terhadap sistem perpajakan. Model ini menjelaskan 

bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti tingkat 
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pendapatan dan tarif pajak, tetapi juga oleh faktor sosial dan psikologis (Rahman & Santoso, 

2020). 

 Selain itu, konsep kepatuhan pajak juga dapat dibedakan menjadi kepatuhan sukarela 

dan kepatuhan terpaksa. Kepatuhan sukarela terjadi ketika wajib pajak dengan kesadaran 

penuh memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya tekanan dari otoritas pajak. 

Sementara itu, kepatuhan terpaksa terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban 

perpajakannya karena adanya ancaman sanksi atau pemeriksaan oleh otoritas pajak. Studi 

menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak sukarela cenderung lebih tinggi pada negara-

negara dengan sistem perpajakan yang transparan dan adil (Nugroho, 2021). 

 Kepatuhan pajak juga dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti tingkat 

pelaporan, tingkat pembayaran, dan tingkat kepatuhan dalam hal perhitungan pajak. 

Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang sejauh mana wajib pajak mematuhi 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi mencerminkan 

kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan otoritas pajak, serta adanya 

kesadaran dan pemahaman yang baik tentang pentingnya membayar pajak untuk mendukung 

pembangunan negara (Putra & Dewi, 2022). 

 Dalam konteks sektor e-commerce, kepatuhan pajak menjadi semakin penting dan 

kompleks. Transaksi e-commerce sering kali sulit dilacak dan dicatat dengan akurat, sehingga 

menimbulkan tantangan bagi otoritas pajak dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Oleh 

karena itu, diperlukan kebijakan dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk 

meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini. Hal ini termasuk pengenalan aturan yang jelas 

dan mudah dipahami oleh pelaku usaha e-commerce, serta peningkatan edukasi dan 

sosialisasi tentang kewajiban perpajakan (Wijaya & Hermawan, 2023). 

 

E-commerce di Era Digital 

 E-commerce, atau perdagangan elektronik, telah mengalami pertumbuhan yang pesat 

dalam era digital ini. E-commerce mengacu pada pembelian dan penjualan barang atau jasa 

melalui internet. Hal ini mencakup berbagai model bisnis, seperti business-to-consumer 

(B2C), business-to-business (B2B), consumer-to-consumer (C2C), dan consumer-to-business 

(C2B) (Laudon & Traver, 2020). Pertumbuhan e-commerce didorong oleh kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya penetrasi internet, serta perubahan 

perilaku konsumen yang semakin mengandalkan platform digital untuk bertransaksi (Kim et 

al., 2019). 

 E-commerce menawarkan berbagai keuntungan, termasuk kemudahan akses, pilihan 

produk yang lebih banyak, harga yang lebih kompetitif, dan kenyamanan berbelanja tanpa 

harus meninggalkan rumah. Selain itu, e-commerce juga memberikan peluang bagi pelaku 

usaha untuk mencapai pasar yang lebih luas, mengurangi biaya operasional, dan 

meningkatkan efisiensi bisnis. Dengan e-commerce, usaha kecil dan menengah (UKM) dapat 

bersaing dengan perusahaan besar dan mengakses pasar global (Chaffey & Ellis-Chadwick, 

2019). 

Namun, pertumbuhan e-commerce juga membawa tantangan baru, khususnya dalam hal 

regulasi dan perpajakan. Transaksi e-commerce sering kali sulit dilacak dan dicatat dengan 

akurat, sehingga menimbulkan tantangan bagi otoritas pajak dalam memastikan kepatuhan 

wajib pajak. Banyak pelaku usaha e-commerce yang tidak terdaftar secara resmi atau tidak 

melaporkan pendapatan mereka dengan benar, yang mengakibatkan potensi kehilangan 

pendapatan pajak bagi pemerintah (OECD, 2020). 

 Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai negara telah mengadopsi kebijakan dan 

regulasi yang dirancang khusus untuk mengawasi dan mengatur transaksi e-commerce. 

Misalnya, banyak negara telah memperkenalkan peraturan mengenai pemungutan pajak 
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pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi e-commerce, serta mewajibkan platform e-

commerce untuk melaporkan dan memotong pajak dari penjual yang menggunakan platform 

mereka. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam ekosistem e-commerce, serta memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi 

kewajiban perpajakan mereka (Pinto, 2021). 

 Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan juga sangat 

penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor e-commerce. Pelaku usaha e-

commerce perlu diberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai kewajiban 

perpajakan mereka, serta diberi panduan tentang cara melaporkan dan membayar pajak 

dengan benar. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan platform e-commerce dan asosiasi 

perdagangan untuk menyampaikan informasi ini kepada pelaku usaha (Wijaya & Hermawan, 

2023). 

 E-commerce juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti akses 

internet yang cepat dan stabil, sistem pembayaran yang aman, serta logistik dan pengiriman 

yang efisien. Tanpa infrastruktur yang memadai, pertumbuhan e-commerce dapat terhambat 

dan potensi ekonominya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, investasi 

dalam infrastruktur digital dan peningkatan aksesibilitas internet menjadi kunci penting untuk 

mendukung perkembangan e-commerce di era digital ini (Kim et al., 2019). 

 

Studi-studi Terkait Sebelumnya 

 Penelitian mengenai kepatuhan pajak di sektor e-commerce telah menjadi fokus 

perhatian banyak akademisi dan praktisi dalam beberapa tahun terakhir. Studi-studi ini 

mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi kepatuhan pajak di era digital, termasuk 

faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan, serta upaya-upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha e-

commerce. 

1. Studi oleh Sari dan Nugroho (2019) Penelitian oleh Sari dan Nugroho (2019) 

menyoroti tantangan yang dihadapi oleh otoritas pajak dalam mengawasi transaksi e-

commerce. Studi ini menemukan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pajak di sektor 

e-commerce disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban 

perpajakan, serta keterbatasan dalam sistem pengawasan dan pelaporan pajak. 

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi perpajakan dan pengembangan 

sistem teknologi informasi yang lebih canggih untuk mendukung pengawasan pajak di 

sektor e-commerce. 

2. Studi oleh Wang et al. (2020) Wang et al. (2020) melakukan penelitian mengenai 

efektivitas kebijakan perpajakan digital yang diterapkan di beberapa negara. Studi ini 

menunjukkan bahwa kebijakan seperti pengenalan pajak pertambahan nilai (PPN) 

untuk transaksi e-commerce telah berhasil meningkatkan pendapatan pajak dan 

mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini juga menekankan perlunya 

penyesuaian kebijakan yang terus-menerus agar dapat mengikuti perkembangan 

teknologi dan model bisnis e-commerce yang terus berubah. 

3. Studi oleh Al-Adhami dan Al-Mahrooqi (2021) Al-Adhami dan Al-Mahrooqi (2021) 

mengkaji persepsi pelaku usaha e-commerce terhadap kewajiban perpajakan di 

negara-negara Timur Tengah. Studi ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak 

dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran akan pentingnya pajak, 

serta kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian ini 

merekomendasikan peningkatan transparansi dan simplifikasi proses perpajakan 

untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha e-commerce. 
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4. Studi oleh Nugroho dan Haryanto (2022) Nugroho dan Haryanto (2022) 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di sektor e-

commerce di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti 

kepercayaan terhadap otoritas pajak, tingkat pengetahuan perpajakan, dan persepsi 

terhadap risiko sanksi pajak memainkan peran penting dalam menentukan tingkat 

kepatuhan pajak. Penelitian ini menyarankan peningkatan upaya sosialisasi dan 

edukasi perpajakan, serta penerapan sanksi yang tegas untuk mendorong kepatuhan 

pajak. 

5. Studi oleh Wijaya dan Hermawan (2023) Wijaya dan Hermawan (2023) meneliti 

dampak digitalisasi terhadap kepatuhan pajak di sektor e-commerce di Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan transparansi dan 

efisiensi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, studi ini juga menekankan 

pentingnya dukungan infrastruktur digital yang memadai dan upaya kolaboratif antara 

pemerintah dan pelaku industri untuk memastikan keberhasilan kebijakan perpajakan 

digital. 

 

Kerangka Teoritis 
 Kerangka teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep utama yang 

relevan dengan kepatuhan pajak di sektor e-commerce di era digital. Konsep-konsep ini 

meliputi definisi dan elemen-elemen kepatuhan pajak, karakteristik unik dari sektor e-

commerce, serta teori-teori yang menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. 

1. Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan pajak 

mencakup beberapa aspek, termasuk: 

a. Kepatuhan Administratif: Meliputi pengarsipan dokumen, pelaporan, dan pembayaran 

pajak tepat waktu. 

b. Kepatuhan Teknis: Mengacu pada pemenuhan ketentuan teknis perpajakan seperti 

penghitungan pajak yang benar. 

c. Kepatuhan Moral: Menggambarkan sikap dan motivasi internal wajib pajak untuk 

mematuhi peraturan perpajakan. 

Teori yang sering digunakan untuk menjelaskan kepatuhan pajak termasuk Theory of 

Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), yang menyatakan bahwa 

perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang 

dirasakan. TPB dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat dan 

tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. 

2. Karakteristik Sektor E-commerce 

Sektor e-commerce memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sektor bisnis 

tradisional, yang mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain: 

a. Transaksi Elektronik: Semua transaksi dilakukan secara online, seringkali melibatkan 

berbagai platform dan sistem pembayaran digital. 

b. Globalisasi: E-commerce memungkinkan transaksi lintas batas yang meningkatkan 

kompleksitas perpajakan karena perbedaan peraturan antar negara. 

c. Anonimitas: Transaksi e-commerce dapat lebih anonim dibandingkan transaksi 

konvensional, yang dapat menghambat upaya pengawasan dan pengumpulan pajak. 

d. Perubahan Teknologi yang Cepat: Inovasi teknologi yang cepat dalam e-commerce 

membuat regulasi perpajakan seringkali tertinggal. 

3. Teori Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak 
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Beberapa teori yang relevan untuk menjelaskan kepatuhan pajak di sektor e-commerce antara 

lain: 

a. Theory of Reasoned Action (TRA): Menjelaskan bahwa perilaku individu adalah hasil 

dari niat yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. 

b. Deterrence Theory: Menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui 

penerapan sanksi yang efektif dan probabilitas penegakan hukum yang tinggi. 

c. Social Influence Theory: Menekankan peran pengaruh sosial, seperti opini dan perilaku 

orang lain, dalam menentukan kepatuhan pajak individu. 

4. Regulasi dan Kebijakan Pajak di Era Digital 

Pemerintah di berbagai negara telah mengembangkan kebijakan dan regulasi khusus untuk 

mengatur dan meningkatkan kepatuhan pajak di sektor e-commerce. Beberapa pendekatan 

yang sering diterapkan meliputi: 

a. Penggunaan Teknologi Informasi: Implementasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak 

online yang mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. 

b. Kolaborasi Internasional: Kerjasama antar negara untuk mengatasi tantangan perpajakan 

lintas batas dan memastikan bahwa perusahaan e-commerce membayar pajak di negara 

tempat mereka beroperasi. 

c. Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang 

kewajiban perpajakan melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. 

 

Metodologi Penelitian 

 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis kepatuhan 

pajak sektor e-commerce di era digital. Berikut adalah penjelasan mengenai metodologi 

penelitian yang digunakan: 

1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain survei kuantitatif untuk mengumpulkan data dari 

responden yang bergerak di sektor e-commerce. Survei ini dirancang untuk mengevaluasi 

tingkat kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha di sektor e-commerce. Sampel 

diambil menggunakan teknik purposive sampling, di mana 30 pelaku usaha e-commerce yang 

dianggap memenuhi kriteria penelitian (misalnya, beroperasi minimal selama satu tahun dan 

memiliki kewajiban perpajakan) dipilih sebagai responden. 

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terstruktur yang dirancang 

untuk mengukur berbagai aspek kepatuhan pajak. Kuesioner ini terdiri dari beberapa bagian, 

termasuk: 

 Bagian A: Informasi demografis (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan) 

 Bagian B: Informasi tentang usaha e-commerce (jenis produk, lama beroperasi) 

 Bagian C: Pertanyaan mengenai kepatuhan pajak, termasuk pengetahuan tentang 

pajak, sikap terhadap perpajakan, dan praktik kepatuhan pajak 

 Bagian D: Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak (misalnya, pengaruh 

sosial, sanksi hukum, kemudahan sistem pelaporan pajak) 

 

4. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 30 responden yang 

terpilih. Kuesioner disebarkan baik secara langsung maupun melalui email, sesuai dengan 

kenyamanan responden. 
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5. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan 

inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik 

responden dan distribusi jawaban mereka. Analisis statistik inferensial, seperti regresi linier, 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan mengevaluasi hubungan antara variabel-

variabel yang diteliti. 

6. Validitas dan Reliabilitas 

Validitas instrumen diuji melalui validitas isi (content validity), di mana kuesioner dievaluasi 

oleh pakar di bidang perpajakan dan e-commerce untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan 

relevan dan mencakup semua aspek yang ingin diukur. Reliabilitas instrumen diuji 

menggunakan koefisien Cronbach's Alpha untuk memastikan konsistensi internal dari item-

item dalam kuesioner. 

 

Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini, jumlah responden   yang   dijadikan   sebagai sampel ialah sebesar 30 

Wajib Pajak. Identitas responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir, jenis 

usaha dan lama usaha. Penelitian ini mengumpulkan data dari 30 responden pelaku usaha di 

sektor e-commerce untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh: 

. 

1. Karakteristik Demografis Responden 

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Presentase 

SD 1 3.33% 

SMP 3 10.00% 

SMA 10 33.33% 

Diploma 5 16.67% 

Sarjana 8 26.67% 

Magister 2 6.67% 

Doktor 1 3.33% 

Total 30 100% 

  Sumber: Hasil olah data (2024) 

 

Tabel 2. Karakteristik Demografis Responden 

Jenis kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 18 60.00% 

Perempuan 12 40.00% 

Total 30 100% 

 

Tabel 3. Usia Responden 

Usia Frekuensi Presentase 

< 20 Tahun 2 6.67% 

20 – 30 Tahun 10 33.33% 

31 – 40 Tahun 8 26.67% 

41 – 50 Tahun 6 20.00% 

> 50 4 13.33% 

Total 30 100% 
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Tabel 4. Lama Usaha 

Lama Usaha Frekuensi Presentase 

< 1 Tahun 6 20.00% 

1 – 3 Tahun 10 33.33% 

4 – 6 Tahun 8 26.67% 

7 – 10 Tahun 4 13.33% 

> 10 2 6.67% 

Total 30 100% 

 

2. Tingkat Kepatuhan Pajak 

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak di antara pelaku usaha e-commerce 

cukup bervariasi. Berikut adalah hasil analisis kepatuhan pajak berdasarkan kuesioner yang 

dibagikan: 

 Pengetahuan Pajak: Sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang kewajiban perpajakan mereka. Namun, beberapa responden masih merasa 

kesulitan memahami regulasi pajak yang berlaku. 

 Sikap terhadap Pajak: Mayoritas responden memiliki sikap positif terhadap 

perpajakan, memahami pentingnya pajak untuk pembangunan negara. Namun, ada 

beberapa yang merasa bahwa beban pajak terlalu tinggi. 

 Praktik Kepatuhan Pajak: Sekitar 70% responden melaporkan bahwa mereka secara 

rutin melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sisanya, 30%, melaporkan bahwa mereka sering kali terlambat atau tidak melaporkan 

pajak karena berbagai alasan, termasuk ketidaktahuan dan kurangnya sumber daya. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak 

Analisis lebih lanjut mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak 

di sektor e-commerce: 

 Pengaruh Sosial: Dukungan dari rekan kerja dan komunitas bisnis berperan signifikan 

dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Responden yang memiliki jaringan dukungan 

yang kuat cenderung lebih patuh dalam melaporkan pajak. 

 Sanksi Hukum: Ketakutan terhadap sanksi hukum juga menjadi motivasi utama bagi 

banyak responden untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. 

 Kemudahan Sistem Pelaporan Pajak: Responden yang menemukan sistem pelaporan 

pajak online mudah digunakan cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang 

merasa sistem tersebut rumit dan membingungkan. 

 

4. Kepuasan terhadap Sistem Perpajakan 

Responden juga diminta untuk menilai kepuasan mereka terhadap sistem perpajakan yang 

ada. Hasilnya menunjukkan bahwa: 

 70% responden merasa puas dengan sistem pelaporan pajak online yang tersedia, 

menganggapnya memudahkan proses pelaporan. 

 20% responden merasa netral, tidak mengalami kesulitan signifikan namun juga tidak 

merasa terbantu. 

 10% responden merasa tidak puas, menganggap sistem yang ada masih memiliki 

banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. 

 

Diskusi Temuan Utama 

1. Pengetahuan dan Sikap Positif terhadap Pajak: Pengetahuan yang cukup dan sikap 

positif terhadap pajak memainkan peran penting dalam kepatuhan pajak. Ini 
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menunjukkan pentingnya edukasi pajak untuk meningkatkan pemahaman pelaku 

usaha tentang kewajiban perpajakan mereka (Sari & Nugroho, 2019). 

2. Peran Pengaruh Sosial dan Dukungan Komunitas: Pengaruh sosial dari komunitas 

bisnis dan rekan kerja terbukti signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hal 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dukungan sosial 

dapat memperkuat kepatuhan individu terhadap peraturan (Wang, Li & Zhang, 2020). 

3. Sistem Pelaporan Pajak yang Efisien: Kemudahan dalam penggunaan sistem 

pelaporan pajak online juga berkontribusi terhadap kepatuhan pajak. Sistem yang 

efisien dapat mengurangi hambatan teknis yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha 

e-commerce (Nugroho & Haryanto, 2022). 

 

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji Validitas 
 Untuk menentukan validitas, kita perlu melihat korelasi antar item masing-masing 

variabel dengan total skor dari variabel tersebut. Korelasi ini harus signifikan dan cukup 

tinggi untuk menunjukkan validitas yang baik. 

Berikut adalah langkah-langkahnya: 

1. Identifikasi Korelasi yang Signifikan: Lihat apakah korelasi item dengan total skor 

(T.X1, T.X2, T.X3) adalah signifikan pada tingkat 0.01 atau 0.05. 

2. Kekuatan Korelasi: Idealnya, korelasi harus di atas 0.3 untuk dianggap cukup valid. 

 

Korelasi dari tabel: 

X1 (Item X1.1, X1.2, X1.3) 

 X1.1 dengan T.X1: 0.889 (signifikan pada 0.01) 

 X1.2 dengan T.X1: 0.887 (signifikan pada 0.01) 

 X1.3 dengan T.X1: 0.705 (signifikan pada 0.01) 

X2 (Item X2.1, X2.2, X2.3) 

 X2.1 dengan T.X2: 0.623 (signifikan pada 0.01) 

 X2.2 dengan T.X2: 0.637 (signifikan pada 0.01) 

 X2.3 dengan T.X2: 0.703 (signifikan pada 0.01) 

X3 (Item X3.1, X3.2, X3.3) 

 X3.1 dengan T.X3: 0.534 (signifikan pada 0.01) 

 X3.2 dengan T.X3: 0.676 (signifikan pada 0.01) 

 X3.3 dengan T.X3: 0.719 (signifikan pada 0.01) 

Dari hasil di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa semua item (X1.1, X1.2, X1.3, X2.1, 

X2.2, X2.3, X3.1, X3.2, X3.3) memiliki korelasi yang cukup tinggi dan signifikan dengan 

total skornya masing-masing, yang menunjukkan bahwa item-item tersebut adalah valid. 

Semua item dalam variabel X1, X2, dan X3 menunjukkan korelasi yang tinggi dan signifikan 

dengan total skor masing-masing variabel, menunjukkan bahwa item-item tersebut adalah 

valid untuk mengukur konstruk yang dimaksud. 

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menentukan konsistensi internal dari alat ukur. Salah satu 

cara umum untuk menguji reliabilitas adalah dengan menggunakan Cronbach's Alpha. 

Berikut adalah cara menafsirkan hasil Cronbach's Alpha dari tabel yang diberikan: 

Tabel 5. Reliability Statistics 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
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.728 9 

 

Dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.728, ini menunjukkan bahwa alat ukur atau 

kuesioner memiliki tingkat reliabilitas yang cukup baik. Ini berarti bahwa item-item dalam 

kuesioner tersebut konsisten dalam mengukur konstruk yang dimaksud. 

Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.728 menunjukkan bahwa kuesioner memiliki konsistensi 

internal yang cukup baik dan dapat diandalkan untuk mengukur kepatuhan pajak sektor e-

commerce di era digital. 

 

Pembahasan 

Interpretasi Hasil Penelitian 

Interpretasi hasil penelitian mengenai kepatuhan pajak di sektor e-commerce dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat Kepatuhan Pajak yang Bervariasi: Ditemukan bahwa sebagian besar pelaku 

usaha e-commerce cenderung patuh dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih ada sebagian kecil yang mengalami 

tantangan dalam mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini mengindikasikan 

pentingnya edukasi dan perbaikan sistem untuk meningkatkan tingkat kepatuhan 

secara keseluruhan. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan: Pengaruh sosial dari komunitas bisnis 

dan dukungan rekan kerja terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan 

kepatuhan pajak. Selain itu, sanksi hukum dan kemudahan sistem pelaporan pajak 

juga memainkan peran signifikan dalam memotivasi pelaku usaha untuk mematuhi 

aturan perpajakan. 

3. Sikap dan Pengetahuan tentang Pajak: Sikap positif terhadap pajak dan pengetahuan 

yang memadai tentang kewajiban perpajakan memberikan dampak positif terhadap 

tingkat kepatuhan. Responden yang memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat 

pajak untuk pembangunan negara cenderung lebih patuh dalam melaksanakan 

kewajiban mereka. 

4. Kepuasan terhadap Sistem Perpajakan: Mayoritas responden merasa puas dengan 

kemudahan yang ditawarkan oleh sistem pelaporan pajak online. Hal ini menunjukkan 

bahwa perbaikan dan pengembangan sistem digital dapat menjadi strategi efektif 

untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor e-commerce. 

 

Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk meningkatkan 

kepatuhan pajak di sektor e-commerce: 

 Penguatan Edukasi Pajak: Mengadakan program edukasi yang intensif untuk 

meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban perpajakan dan 

manfaatnya bagi pembangunan. 

 Peningkatan Kesadaran Sosial: Mendorong kolaborasi antara komunitas bisnis dan 

penyelenggara pajak untuk memperkuat dukungan sosial dalam mematuhi aturan 

perpajakan. 

 Perbaikan Sistem Pelaporan: Terus mengembangkan sistem pelaporan pajak online 

yang lebih user-friendly dan mudah diakses agar meminimalkan hambatan teknis bagi 

pelaku usaha. 

 Penerapan Sanksi yang Efektif: Mengoptimalkan penggunaan sanksi hukum yang adil 

dan efektif sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran perpajakan. 
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Dengan implementasi strategi ini, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di 

sektor e-commerce, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dan inklusif. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan 

Studi ini menyoroti pentingnya kepatuhan pajak di sektor e-commerce dalam era digital. 

Temuan utama menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha e-commerce telah 

mematuhi kewajiban perpajakan mereka, meskipun masih ada tantangan tertentu yang perlu 

diatasi. Faktor-faktor seperti sosialisasi positif, pengetahuan yang memadai tentang pajak, 

dan kepuasan terhadap sistem pelaporan digital berperan penting dalam meningkatkan 

kepatuhan. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran praktis dapat diajukan: 

1. Penguatan Edukasi Pajak: Mengadakan pelatihan rutin tentang kewajiban perpajakan 

dan manfaatnya bagi pelaku usaha e-commerce untuk meningkatkan pemahaman 

mereka. 

2. Perbaikan Sistem Pelaporan: Terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem 

pelaporan pajak online agar lebih intuitif dan mudah digunakan oleh semua pelaku 

usaha. 

3. Peningkatan Kesadaran Komunitas: Mendorong kolaborasi antara komunitas bisnis 

dan pemerintah dalam mendukung kepatuhan pajak melalui pendekatan sosial yang 

positif. 

4. Penerapan Sanksi yang Proporsional: Mengoptimalkan penggunaan sanksi yang adil 

dan jelas sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran perpajakan. 

5. Stimulasi Kebijakan Pajak yang Inklusif: Mendorong pengembangan kebijakan pajak 

yang mempertimbangkan karakteristik khusus e-commerce dan memberikan insentif 

bagi kepatuhan. 

Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat mengurangi hambatan dan meningkatkan 

tingkat kepatuhan pajak di sektor e-commerce, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan dan inklusif di era digital ini. 
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